
ABSTRAK 

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah momen penting yang akan 
mengantar masyarakat adat memasuki babak baru proses pengakuan dan perlindungan 
haknya, tetapi juga mengembalikan fungsi hutan adat untuk dikelola oleh masyarakat adat. 
Putusan tersebut menetapkan hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara 
melainkan menjadi bagian dari hutan hak. Hutan hak tidak lagi hanya mencakup hutan yang 
berada di atas tanah perseorangan/badan hukum tetapi juga yang berada pada wilayah 
masyarakat hukum adat.  

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan hutan adat 
masyarakat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong 
Kabupaten sanggau pra dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pra dan pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, untuk menganalisis pengelolaan hutan adat masyarakat 
adat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten 
Sanggau, untuk menganalisis kedudukan hukum hutan adat pada masyarakat adat Dayak 
Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dalam 
pengelolaan hutan adat. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan 
pendekatan yuridis normatif. 

 Hasil penelitian yang dicapai adalah Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
35/PUU-X/2012 pemerintah mengklaim bahwa Undang-Undang Kehutanan telah 
menjunjung tinggi hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Masyarakat Adat 
mempunyai tantangan yakni mereka mengalami permasalahan menyangkut hak mereka 
atas pengelolaan sumber daya alam. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-
X/2012 mengubah cara pandang hutan adat yang semula negara sentris menjadi adat sentris 
dan ingin meluruskan penyimpangan yang dilakukan UU Kehutanan dalam 
mengakomodasi hak masyarakat adat. Melalui putusan ini, posisi masyarakat hukum adat 
dinaikan ke posisi yang kuat dengan pengakuan atas hak-hak secara jelas dan tegas. Bahwa 
pengelolaan hutan adat Masyarakat Adat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget 
Kecamatan Entikong dilakukan secara turun-temurun dimana dalam pengelolaan hutan 
adat telah dibagi areal sesuai peruntukan yang digunakan untuk kepentingan dan alam 
seperti berladang, berkebun, berburu dan membuat kerajianan sebagai perkerjaan 
masyarakat setempat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Bahwa kedudukan hukum hutan 
adat Masyarakat Adat Dayak Senangkant Dusun Panga Desa Semanget Kecamatan 
Entikong dalam pengelolaan hutan adat adalah Masyarakat Adat memiliki hak penuh atas 
tanah, wilayah dan sumber daya alam, termasuk atas hutan adat. Pengakuan ini merupakan 
bagian dari pemenuhan hak asasi yang melekat pada masyarakat adat dan dijamin oleh 
UUD 1945. Masyarakat Adat Dayak Senangkant juga dilindungi oleh Peraturan Daerah 
Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan 
Masyarakat Hukum Adat.   
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ABSTRACT 

 Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 on the review of Law No. 
41/1999 on Forestry is an important moment that will usher indigenous peoples into a new 
phase of the process of recognizing and protecting their rights, but also restore the function 
of customary forests to be managed by indigenous peoples. The decision stipulates that 
customary forests are no longer part of state forests but are part of forest rights. Title forests 
no longer only cover forests located on the land of individuals/legal entities but also those 
located on the territory of indigenous peoples.  

 The formulation of the problem of this research is how the management of 
customary forests of the Dayak Senangkant community in Panga Hamlet, Semanget 
Village, Entikong District, Sanggau Regency before and after the Constitutional Court 
Decision Number 35/PUU-X/2012. The purpose of this research is to analyze pre and post 
Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012, to analyze the management of 
customary forests of indigenous peoples of Dayak Senangkant Dusun Panga Semanget 
Village Entikong District Sanggau Regency, to analyze the legal position of customary 
forests in indigenous peoples of Dayak Senangkant Dusun Panga Semanget Village 
Entikong District Sanggau Regency in the management of customary forests. This research 
method is normative research with a normative juridical approach. 

 The results of the research achieved are Pre-Constitutional Court Decision Number 
35/PUU-X/2012 the government claims that the Forestry Law has upheld the rights of 
indigenous peoples to customary forests. Indigenous Peoples have challenges, namely they 
experience problems regarding their rights to natural resource management. After the 
Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012, it changed the perspective of 
customary forests from state-centric to adat-centric and wanted to rectify the deviations 
made by the Forestry Law in accommodating the rights of indigenous peoples. Through 
this decision, the position of indigenous peoples is elevated to a strong position with clear 
and unequivocal recognition of their rights. That the management of the customary forest 
of the Dayak Senangkant Indigenous Community of Panga Hamlet, Semanget Village, 
Entikong Sub-district is carried out from generation to generation where in the management 
of customary forests, areas have been divided according to designations that are used for 
the interests and nature such as farming, gardening, hunting and making crafts as the work 
of the local community in fulfilling their needs. The legal position of the customary forest 
of the Dayak Senangkant Indigenous Peoples of Panga Hamlet, Semanget Village, 
Entikong Sub-district in the management of customary forests is that Indigenous Peoples 
have full rights to land, territory and natural resources, including customary forests. This 
recognition is part of the fulfillment of human rights inherent in indigenous peoples and 
guaranteed by the 1945 Constitution. The Dayak Senangkant Indigenous Peoples are also 
protected by Sanggau District Regulation No. 1/2017 on the Recognition and Protection of 
Customary Law Communities. 
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